
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1190, 2018 DJSN. Tata Kerja, Kode Etik, dan Lambang. 

Pencabutan. 
 

PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL 

NOMOR 3 TAHUN 2018 

TENTANG 

TATA KERJA, KODE ETIK, DAN LAMBANG  

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL, 

 

 

Menimbang  :  a.    bahwa  fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Jaminan 

Sosial Nasional dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan 

Sosial Nasional harus dilaksanakan secara tertib, 

terencana, terarah dan penuh rasa tanggung jawab serta 

dengan integritas yang tinggi; 

b. bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional memiliki lambang 

sebagai tanda identitas yang dapat memperkuat rasa 

kebersamaan seluruh Anggota Dewan Jaminan Sosial 

Nasional sebagai lembaga yang bersifat kolektif kolegial; 

c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan 

Jaminan Sosial Nasional tentang Tata Kerja, Kode Etik, 

dan Lambang Dewan Jaminan Sosial Nasional. 

 

Mengingat     :  1.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 
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2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5256); 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 

Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan 

Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 104). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL TENTANG 

TATA KERJA, KODE ETIK, DAN LAMBANG DEWAN JAMINAN 

SOSIAL NASIONAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Dewan ini yang dimaksud dengan: 

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan 

sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

2. Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya 

disingkat SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan 

program Jaminan Sosial oleh beberapa badan 

penyelenggara Jaminan Sosial. 

3. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya 

disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk 

membantu Presiden dalam perumusan Kebijakan Umum 

dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN. 

4. Anggota DJSN adalah seseorang yang diangkat oleh 

Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan fungsi, 

tugas, dan wewenang DJSN dalam masa jabatan yang 

www.peraturan.go.id



2018, No. 1190 
-3- 

telah ditentukan dan ditetapkan dalam Keputusan 

Presiden Republik Indonesia. 

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya 

disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang 

dibentuk dengan undang-undang untuk 

menyelenggarakan program Jaminan Sosial. 

6. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya 

disebut RKAT adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang 

merupakan penjabaran dari Rencana Kerja dan Rencana 

Strategis dalam satu tahun anggaran serta anggaran 

yang diperlukan untuk melaksanakannya. 

7. Komisi DJSN adalah kelompok yang terdiri atas beberapa 

Anggota DJSN yang diberikan pendelegasian tugas untuk 

melaksanakan sebagian tugas dan wewenang DJSN 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

8. Tim Ad Hoc DJSN adalah panitia yang dibentuk oleh 

DJSN untuk menangani hal-hal khusus yang melibatkan 

lebih dari 1 (satu) Komisi untuk masa tugas yang 

ditetapkan oleh DJSN. 

9. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah, pemerintah 

daerah, DJSN, BPJS, Peserta, pengawas eksternal BPJS, 

organisasi profesi atau lembaga yang berkepentingan 

dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial, para ahli, 

kalangan perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat yang 

memiliki komitmen dalam penyelenggaraan Jaminan 

Sosial. 

10. Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan program 

Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat Monev adalah 

serangkaian kegiatan untuk memantau, mengamati, 

memetakan, serta menilai dan mengevaluasi seluruh 

rangkaian kegiatan penyelenggaraan program Jaminan 

Sosial. 

11. Pengawasan terhadap BPJS adalah serangkaian kegiatan  

untuk mengontrol dan memverifikasi penyelenggaraan 

tugas BPJS  dengan tujuan agar BPJS melaksanakan 

www.peraturan.go.id



2018, No. 1190 -4- 

fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip 

penyelenggaraan Jaminan Sosial. 

12. Kode Etik DJSN adalah norma dan asas mengenai 

kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan 

dilaksanakan oleh seluruh Anggota DJSN dalam 

menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang DJSN. 

13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, 

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

 

BAB II 

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DJSN 

 

Pasal 2 

DJSN berfungsi merumuskan Kebijakan Umum dan 

sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. 

 

Pasal 3 

DJSN bertugas: 

a. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan Jaminan Sosial; 

b. Mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial 

Nasional; dan 

c. Mengusulkan anggaran Jaminan Sosial bagi penerima 

bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional 

kepada pemerintah. 

 

Pasal 4 

DJSN berwenang melakukan Monev penyelenggaraan program 

Jaminan Sosial. 
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BAB III 

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS, RENCANA 

KERJA, DAN ANGGARAN TAHUNAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 5 

(1) Rencana Strategis DJSN (Renstra DJSN) disusun untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di 

bidang Jaminan Sosial. 

(2) Renstra DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah RPJMN 

ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 

 

Pasal 6 

RKAT DJSN sebagai penjabaran Renstra DJSN ditetapkan 

dengan Keputusan DJSN setiap 1 (satu) tahun sekali paling 

lambat 31 Desember tahun berjalan untuk tahun berikutnya. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis DJSN 

 

Pasal 7 

(1) Sekretariat DJSN menyiapkan naskah awal Renstra DJSN 

sebagai penjabaran dari visi, misi, kebijakan, program dan 

kegiatan DJSN dalam penyelenggaraan SJSN dengan 

memperhatikan masukan dari Anggota DJSN dan/atau 

Komisi DJSN. 

(2) Penyusunan naskah awal Renstra DJSN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut: 

a. persiapan penyusunan Renstra; 

b. identifikasi kondisi umum, potensi dan permasalahan 

yang dihadapi DJSN dalam penyelenggaraan SJSN; 

c. penyusunan visi dan misi DJSN; 
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